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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa perlindungan hukum terhaadap tenaga kerja 

yang tidak didaftarkan oleh PT Karsa Utama sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan penulis menyimpulkan: 

1. Masih terdapat sejumlah pekerja PT Karsa Utama yang tidak terdaftar 

sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga kerja yang tidak 

terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapatkan 

perlindungan dari pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo 

selaku instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan  program BPJS Ketenagakerjaan.  

2. Faktor-faktor yang menyebabkan pekerja/buruh PT Karsa Utama tidak 

terdaftars ebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah: a). Koordinasi 

antar lembaga dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan belum 

efektif, b). Minimnya jumlah petugas pengawas ketenagakerjaan yang ada 

di Kota Gorontalo, c). Faktor dari penrusahaan, dan d). Faktor dari 

pekerja/buruh 

B. Saran 

Dibagian akhir ini penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait 

sebagai berikut: 

1. PT Karsa Utama sebagai perusahaan yang tergolong dalam skala usaha 

menengah seharusnya mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam 
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program jaminan sosial yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan seperti 

yang sudah diamanatkan Undang-Undang. 

2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo harus menjalin 

koordinasi yang benar-benar terpadu dengan BPJS Ketenagakerjaan 

agar pengawas ketenagakerjaan memiliki data pembanding dan 

pendukung tentang jaminan sosial tenaga kerja yang dapat diperoleh 

dari BPJS Ketenagakerjaan sehingga permasalahan terkait kepesertaan 

pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. 

3. Dinas Sosial dan tenaga kerja harus menjalin koordinasi yang benar-

benar terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar 

program kerja pengawasan ketenagakerjaan dapat lebih efektif 

sehingga pemerintah pusat mengetahui dan memperhatikan kendala-

kendala yang dihadapi pengawas ketenagakerjaan di daerah- daerah 

sehingga dapat mengeluarkan suatu kebijakan unruk menyelesaikan 

kendala tersebut seperti minimnya jumlah tenaga pengawas 

ketenagakerjaan yang ada di daerah-daerah sehingga perlu untuk 

ditambah jumlahnya. 
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Lampiran 1 

Profil Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo 

 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo pada awalnya dibentuk 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI tanggal 15 Desember 1961 No. 

HUK/6-2.20/2250, tentang Penghapusan Kantor Lingkungan Provinsi Sulawesi 

Utara, SK Menteri Sosial RI tanggal 6 November 1965 No. P/20-98-33/3054 

tentang Pembentukan Kantor Departemen Sosial pada Daerah Tingkat II dan atas 

Keputusan Surat tersebut sesuai Kawat Kepala Inspoksi Sosial Daerah Sulawesi 

Utara tanggal 6 Maret 1962 No. 174/BUI/61/62 tentang diputuskan Kantor 

Departemen Sosial Dati II Gorontalo, untuk sementara menangkap dan 

melaksanakan tugas dalam wilayah Kotamadya Gorontalo. Kemudian menyusul 

Instruksi Kepala Inspoksi Sosial Sulawesi Utara tanggal 15 Januari 1964 No. 

30/Bui/SULUT/ 15/64 tentang Pembentukan dan Pengresmian Kantor 

Departemen Sosial Kotamadya Gorontalo. 

 Kantor Departemen Sosial Kotamadya Gorontalo didirikan tanggal 1 

Januari 1964 dan menempati sebuah bangunan milik warga negara indonesia 

keturunan asing yang berlokasi di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan dan 

kemudian sesuai perkembangan Depsos Kotamadya Gorontalo mendapat Lokasi 

anggaran pembangunan gedung kantor berdasarkan DIP T.A 1979-1980 yang 

telah diresmikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yaitu Bapak G.H 

MANTIK pada Tanggal 20 Mei 1980 yang berlokasi di Kelurahan Wumialo 

Kecamatan Kota Utara Kotamadya Gorontalo Jl. Jendral Sudirman No. 44 Telpon 

821433. 



 Kemudian pada tahun 1999 setelah terbentuknya Kabinet dengan Keputusan 

Presiden RI No. 355/M Tahun 1999/2000 dan ternyata Departemen Sosial tidak 

terdapat lagi dalam kabinet/sudah dilikwidasi. Berdasarkan hasil pembentukan 

Kabinet dikeluarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

No.56/M/PAN/2000 tanggal 4 Februari 2000 perihal Pembentukan Panitegrasi 

Instansi Instansi Partikal Departemn Menjadi Dinas. 

 Mengacu pada Surat Menteri PAN tersebut diatas mulai tugas-tugas 

kesejahteraan sosial diserahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-

Undang  No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya oleh 

Pimpinan Daerah dibuatlah Peraturan Daerah yang mengatur Dinas Daerah Yaitu 

Perda No. 19 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Gorontalo. 

 Keluarnya Perda Tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial 

(Nakersos) Kota Gorontalo adalah organisasi Perangkat Daerah dengan susunan 

sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas  

2. Bagian Tata Usaha 

3. Sub Dinas Bina Usaha Kesejahteraan Sosial 

4. Sub Dinas Bina Bantuan Sosial 

5. Sub Dinas Tenaga Kerja 

6. Unit Pelaksanan Teknis 

Dengan diberlakukannya Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004  

Perubahan atas Undang-Undang  No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, 



yang memberikan Otonomi / Pembagian Urusan Pemerintahan kepada Daerah 

Tingkat Provinsi dan Kab/Kota berimplikasi juga pada Perubahan Keorganisasian 

dan Tata Pelaksanaan Kerja pada Daerah Kota Gorontalo. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga 

Kerja berubah nama menjadi DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA dengan 

Struktur Organisasi sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tupoksi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo adalah : Tugas 

Pokok  Melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan dan  Pembangunan Bidang 

KASUBAG  

UMUM 

KASUBAG 

KEPEGAWAIAN 

KASUBAG 

PROGRAM 

BIDANG PENEMPATAN 

TENAGA KERJA 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

SOSIAL 

BIDANG HI-

PENGAWASAN 

KETENAGAKERJAA

N 

BIDANG 

REHABILITASI DAN 

BANTUAN SOSIAL 

KEPALA 

DINAS 

 

SEKRETARIS 

1. Seksi Pemberdayaan Sosial 

2. Seksi Kelembagaan Sosial 

3. Seksi Kepahlawanan dan 
Perintis Kemerdekaan 

 

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja 

2. Seksi Perluasan Kesempatan 

Kerja 
3. Seksi Pelatihan dan Produktifitas 

 

1. Seksi Hubungan Industrial 

2. Seksi Pengupahan dan 

Jaminan Sosial 
3. Seksi Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

 

1. Seksi Rehabilitasi Sosial 
2. Seksi Bantuan Sosial 

3. Seksi Jaminan Sosial 

 

 

UPTD 
KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONA

L 



Sosial dan Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

1. Fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan merumuskan kebijakan teknis bidang Sosial 

Kemasyarakatan dan Ketenagakerjaan sesuai kebutuhan tugas 

b. Mengorganisir Pelaksanaan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan dan 

Ketenagakerjaan berdasarkan Sistem dan Prosedur Kerja dan Ketentuan 

Perundang-undangan 

c. Pengkoordinasian  penyusunan program bidang Sosial Kemasyarakatan 

dan Ketenagakerjaan 

d. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Sosial Kemasyarakatan 

dan Ketenagakerjaan secara menyeluruh untuk kelancaran tugas unit. 

e. Pelaksanaan Tugas, Program dan Kegiatan Bidang Sosial dan 

Ketenagakerjaan khususnya dalam konteks pelayanan terhadap 

masyarakat 

f. Pengawasan  pelaksanaan tugas baik intern dan ekstern secara berkala 

untuk efektifitas dan Efesiensi kegiatan unit. 

g. Mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas. 

h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun 

tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut. 

1. Tujuan 



Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo dalam aktivitasnya bertujuan 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang Sosial dan 

Ketenagakerjaan dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal dan penerapan 

sistem birokrasi yang efisien, efektif dan bermasyarakat.  

2. Sasaran 

Yang menjadi sasaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yaitu terwujudnya 

Dinas Sosnaker sebagai Instansi Pelaksanaan dalam Urusan Wajib Pemerintahan 

Daerah guna menerapkan Standar Pelayanan Minimal  berupa pelayanan kepada 

masyarakat, Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial, Pengembangan dan 

pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan, dan ketenagakerjaan. Khusus penyelesaian 

Kasus Ketenagakerjaan berada pada bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan 

Ketenagakerjaan yang terdiri dari seksi Pengawasan Ketenagakerjaan, Seksi 

Pengupahan dan Jamsostek serta Seksi Hubungan Industrial dengan Jumlah 

Mediator sebanyak 2 orang dengan Jumlah Kasus PHK dalam kurun waktu 2012 

s/d 2015 sebanyak 135 Kasus, yang berhasil dimediasi sebanyak 95 kasus, 

dianjurkan ke pengadilan hubungan industrial sebanyak 24 Kasus, Sementara 

Mediasi 4 Kasus dan yang ditarik/ditutup sebanyak 12 Kasus. 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

Profil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang 

Gorontalo 

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung 

jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi 

kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. 

Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program 

jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang 

didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. 

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang 

panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, 

Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang 

pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP 

No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang 

pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU 

No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses 

lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. 

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut 

landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 

1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial 

tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta 

dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 

tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. 

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 

ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi 

kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan 



kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai 

pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. 

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang 

itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 

2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 

sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat 

memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam 

meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. 

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan 

kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan 

perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus 

berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011. 

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 

Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT 

Jamsostek (Persero) yang bertransformsi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan 

program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan 

penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. 

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS 

Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan 

sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat 

dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. 

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS 

Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha 



saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan 

ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia ok. 

Visi 

Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, 

terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan. 

Misi 

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi 

perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi: 

1. Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan 

keluarga 

2. Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan 

kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas 

3. Negara: Berperan serta dalam pembangunan 

Berikut adalah struktur bagan BPJS Ketenagakerjaan cabang Gorontalo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

Dokumnetasi Wawancara Penelitian 

 

 

 

Dokumentasi wawancara dengan bapak Moh. Yodi Boludi, SH Petugas 

Pengawasa Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dokumentasi wawancara dengan ibu Katarina Yosi A, Penata Madia 

Administrasi Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampriran 4 

Daftar pertanyaan wawancara dengan Bapak Mohamad Yodi Panto Biludi, 

SH 

1. Sebagai instansi pemerintahan yang bertanggung jawab pada bidang 

ketenagakerjaan, apa saja peran-peran dinas tenaga kerja dalam penertiban 

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.? 

2. Sudah berapa banyak perusahaan yang pernah diberikan saknksi oleh dinas 

Tenaga kerja karena tidak mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta 

BPJS tenaga kerja.? 

3. Tindakan tegas apa saja yang pernah di berikan oleh dinas tenaga kerja 

kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta 

BPJS Ketenagakerjaan.? 

4. Apakah jumlah petugas pengawas ketenagakerjaan yang ada di Dinas Sosial 

dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo sudah memadai? 

5. Apakah PT Karsa Utama tergolong dalam skala usaha besar atau skala 

menengah.? 

6. Kapan terakhir kali PT Karsa Utama melaporkan jumlah tenaga kerjanya.? 

7. Menurut anda faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tenaga kerja tidak 

didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.? 

8. Menurut anda tindakan apa yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja yang tidak 

didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.? 

 

 



Lampriran 5 

Daftar Pertanyaan wawancara dengan Ibu Katarina Yosi A 

1. Apakah PT Karsa Utama sudah mendaftarkan semua tenaga kerjanya sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan.? 

2. Apakah tenaga kerja yang di daftarkan oleh PT Karsa Utama sebagai peserta 

BPJS Ketenagakerjaan sudah mencakup semua jaminan yang ada dalam 

program jaminan BPJS Ketenagakerjaan.? 

3. Apakah tenaga kerja yang baru bekerja satu bulan sudah wajib di daftarkan 

oleh perusahaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.? 

4. Apakah pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah pernah melakukan sosialisasi 

tentang pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di PT Karsa Utama.? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampriran 6 

Daftar pertanyaan wawancara dengan Bapak Rijal Hamid 

1. Apakah pada PT Karsa Utama masih terdapat pekerja/karyawan dalam masa 

percobaan.? 

2. Apa saja yang harus dipenuhi oleh pekerja/karyawan agar bisa didaftarkan 

oleh perusahaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.? 

3. Tindakan apa yang akan dilakukan perusahaan apabila pekerja/karyawan 

mengalami sakit atau kecelakaan kerja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7  

Surat izin penelitian 



Lampiran 8 

Rekomendasi 



Lampiran 9 

Surat keterangan selesai meneliti 
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